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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Desa merupakan suatu wilayah yang terkecil dalam bentuk pemerintahan 

yang ada di negara Indonesia dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam 

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1 mengatakan 

bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas  wilayah 

yang bertwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdsarkan prakarsa masyarakaat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan desa dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik 

Indonesia. Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan Negara yang 

paling rendah dan berhadapan langsung dengan masyarakat, yang mempunyai 

peran penting dalam mencapai tujuan negara sesuai amanat konstitusi. 

Pemerintahan Desa diattur menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan terkait 

keberadaan dan pengakuan desa, yaitu : “daerah kabupaten/atau kota dibagi atas 

kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Kemudian dalam 
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pasal 371 ayat 1 dijelaskan bahwa “dalam daerah kabupaten/atau kota dapat 

dibentuk desa”.
1
 

 Dengan adanya berbagai macam Undang-undan tentang desa diharapkan 

dapat memeberikan semangat agar dapat mewujudkan suatu penyelenggaran desa 

yang mandiri, agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat dipenuhi 

dengan baik. Karena sebagaimana dalam Undang-undang desa dan berbagai 

peraturan pelaksananya mengaharapkan agar pemerintah desa lebih mandiri dalam 

mengelola pemerintahan nya, termasuk pengeglolaan dalam keuangan desa. 

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desapun harus mampu 

menampung aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut 

serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai 

sesame warga desa.
2
 

 Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Pemusyawaratan 

Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang 

berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan 

peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala 

desa.
3
 Dalam penjelasan atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

angka 6 mengatakan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan 

                                                           
1
Fauziah, Lila Ayu. Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung 

Modo Lamongan. PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. hlm 1 

 
2
Iswan kaputra et.al(dkk) Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm 70-71 
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Iswan Kaputra et.al(dkk) Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2013)  hlm 3-4 
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nama lain adalah lembaga yang melakukan funsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan 

permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyapakati berbagai 

kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Desa. Dalam upaya 

meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, 

serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa 

dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan 

Musyawarah Desa. 

 Dalam pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah 

mengatur tugas dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa yaitu : 

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa: 

b. Menanmpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa: dan 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

BPD juga mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa 

(musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat. 

Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala 

kebijakan tentang desa, bahkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

110 Tahun 2016 BPD yaitu Musyawarah Desa juga atau yang disebut dengan 

nama lain adalah Musyawarah antara Badan Perrmusyawaratan Desa, Pemerintah 

Desa, dan unsur msyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 
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Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
4
  selain itu juga dalam pasal 

69 Undang-Undang tentang Desa menyatakan regulasi di desa meliputi: 

a. Peraturan Desa 

b. Peraturan Bersama Kepala Desa, dan 

c. Peraturan Kepala Desa. 

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa.
5
 Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari rakyat 

yang di pilih secara demokratis, Badan Permusyawaratan Desa selain tugasnya 

sebagai wakil dari msyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Kepala Desa 

juga harus melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 

Desa Pandak Daun merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan daha 

utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Badan 

Permusyawaratan Desa dan Pemrintah Desa Pandak Daun dalam membuat 

Peraturan desa dilaksanakan setiap tahunnya, dan pada tahun 2021 Badan 

Permusyawaratan Desa berhasil membuat Peraturan Desa diantaranya adalah: 

1. Apbdes murni 

2. RKP Desa 

3. Realisasi anggaran 

                                                           
4
Khaeriah, Khaeriah. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan 

di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah). PhD diss., IAIN Parepare, 

2021. hlm 2 

 
5
https://paralegal.id/pengertian/peraturan-desa/ diakses pada tanggal 13 Agustus 2022  

pukul 10:44  

https://paralegal.id/pengertian/peraturan-desa/
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4. Apbdes perubahan 

“ ke empat dari peraturan tersebut selalu ada dalam setiap peraturan desa yang 

dibentuk, adapun sisanya adalah tergantung bagaimana situasi dan kondisi sosial 

yang ada di desa tersebut” begitu kata Sekretaris desa yang penulis temui di Balai 

Desa Pandak Daun 
6
 adapun pada tahun 2022 Badan Permusyawaratan Desa dan 

Pemerintah Desa Pandak Daun berhasil membuat beberapa peraturan desa 

diantara nya adalah : 

1. Apbdes Murni 

2. RKP Desa  

3. Realisasi anggaran dan 

4. Apbdes perubahan 

Sama dengan tahun sebelumnya praturan ini juga selalu ada dalam peraturan desa 

karena ini merupakan suatu peraturan yang wajib dan pasti selalu ada dalam desa, 

adapapun untuk peraturan yang lainnya dibentuk  tergantung sebagaimana situasi 

dan kondisi sosial yang ada di Desa Pandak Daun.  

 Badan Permusyawaratan Desa Pandak Daun dalam menjalankan tugas 

legislasi nya harus mampu menampung berbagai macam aspirasi dari masyarakat, 

karena sebagian apa yang ditetapkan dalam peraturan desa tersebut merupakan 

bentuk dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa. Karena itu merupakan suatu pedoman bagi pemerintah 

desa dalam menentukan dan membuat kebijakan agar dapat ditaati baik bagi 

                                                           
6
Sekeretaris Desa, wawancara ( Balaidesa) 12 Agustus 2022 
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pemerintah desa itu sendiri maupun mayarakat, namun sayang nya dalam hal ini 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pandak Daun masih kurang dalam 

menampung dan menyalurkan aspirasi dari masayrakat, sehingga masih ada 

sebagian dari aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dalam pembuatan dan 

penetapan suatu peraturan desa. Berdasarkan uraiaian latar belakang diatas penulis 

tertarik unmtuk melakukan penelitian terhadap Badan Permuswaratan Desa dalam 

membahas dan menetapkan  rancangan peraturan desa di Desa Pandak Daun 

dengan mengangkat judul “ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam Pembahasan Penetapan Peraturan Desa di Desa Pandak Daun” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan peran BPD dalam pembahasan penetapan 

peraturan desa di Desa Pandak Daun ? 

2. Sejauh mana dominasi peran dan fungsi  BPD dalam lahirnya sebuah 

Peraturan Desa di Desa Pandak Daun ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan BPD dalam pembahasan penerapan 

peraturan desa di Desa Pandak Daun. 
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2. Untuk mengetahui sejauh mana dominasi peran dan fungsi BPD dalam 

lahirnya sebuah Peraturan Desa di Desa pandak Daun. 

D. Signifikan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat 

sebagai suatu hasil karya ilmiah yang dapat menunjang ilmu pengetahuan, 

khususnya mengenai pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

melakukan pembahasan dan penetapan Peraturan Desa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai tugas Akhir untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Hukum 

Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

b. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat 

untuk mengetahui bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Pandak 

Daun dalam pembahasan  penetapan peraturan desa di Desa Pandak 

Daun 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengambil kebijakan dalam 

pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Pandak Daun 

 

 



8 
 

 
 

3. Manfaat Akademis 

      Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber refrensi penelitian bagi mahasiswa(i) Jurusan Hukum Tata Negara 

serta seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin. 

E. Definisi Operasional 

      Berdasarkan pengertian judul di atas, penulis memberikan definisi 

operasioanl guna menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam menginterpresintasikan judul dan pemasalahan 

yang akan penulis teliti maka dari itu diperlukan adanya batasan-batasan 

istilah sebagai berikut : 

1. Peran  

 Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari 

seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. 

Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang 

dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan 

merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang 

memeiliki kedudukan dimasyarakat. Peran adalah suatu aspek dinamis dari 

status sosial atau kedudukan
7
. Dalam artian ketika seseorang berhasil dan 

mampu melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak nya maka orang 

tersebut sudah menjalankan yang namanya suatu peran. 

                                                           
7
https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html diakses pada tanggal 19 

Agustus 2022 pukul 10:29 

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html
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2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga negara yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Disebut juga badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan 

kebijakan desa.
8
 Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Pasal 55 mengatakan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu: 

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa  

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan 

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

anggota Badan Permusawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk 

desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara 

demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan 

Desa dapat diproses melalui pemilihan langsung dan atau melalui 

musyawarah perwakilan.
9
 

3. Pembahasan dan penetapan peraturan desa 

  Dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang 

desa mengatakan bahwa, Jenis praturan di Desa terdiri atas Peraturan 

Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. 

                                                           
8
Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.(Jakarta : 

Gramedia Widiasarana Indonesia,2005) hlm 140 

 
9
Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadinantina, Catur Wido Haruni, Hukum Administrasi 

Pemerintahan Daerah (malang: Setara Press,2016 ), hlm 347 
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Adapun peraturan  desa tersebut di tetapkan oleh Kepala Desa setelah 

dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa, sebagai 

hasil dari suatu prodak hukum dan kebijakan dalam menyelenggarakan 

suatu pemerintahan desa. 

  Praturan Deisa ialah suatu praturan yang dibuat dan dite itapkan oleih 

keipala deisa seiteilah dibahas dan dise ipakati beirsama Badan 

Peirmusyawaratan De isa. Peiraturan Deisa tidak boleih beirteintangan deingan 

peiraturan peirundang-undangan yang le ibih tinggi dan juga dalam Pe iraturan 

Deisa harus meimpeirhatikan keiadaan sosial budaya masyarakat se iteimpat 

F. Kajian Pustaka 

  Untuk meinghindari keisalahpahaman dalam peinulisan ini dan untuk 

meimpeirjeilas peirmasalahan yang ingin pe inulis teiliti, ole ih kareina itu peirlu 

adanya kajian pustaka unuk meimbeidakan peinulisan ini de ingan peineilitian 

maupun jurnal yang te ilah ada diantaranya adalah: 

1. Skiripsi yang ditulis ole ih Lila Ayu Fauziah Mahasiswi Unive irsitas Islam 

Neigeiri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah prodi Hukum 

Tata Neigara deingan judul “Imple imeintasi Badan Peirmusyawaratan Deisa 

(BPD) Dalam Pe imbahasan dan Peineitapan Praturan Deisa Preispeiktif 

Maqashid Syariah di De isa Sumbe irangung Modo Lamongan. Skripsi ini 

meinggunakan me itodei peineilitian hukum yuridis e impiris yang be irupaya 

untuk me ilihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan 

meilihat, me ineiliti bagaimana be ikeirjanya hukum di lingkungan masyarakat. 

Peineilitian ini beirtujuan untuk me injawab peirtanyaan te intang bagaimana 
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imple imeintasi badan peirmusyawaratan de isa (BPD) dalam pe imbahasan dan 

peineitapan peiraturan deisa preispeiktif maqashid syariah. Dari pe ineilitian ini 

meinunjukkan bahwa Badan Pe irmusyawaratan De isa (BPD) dalam 

meilaksnakan peimbahasan dan pe ineitapan peiraturan de isa di deisa teirseibut 

dilakukan beirsama peimeirintah deisa deingan cara, pe irtama meirumuskan 

peiraturan deisa, meingajukan rancangan, dan se iteilah dise ipakati beirsama 

peimeirintah deisa baru  diteitapkan meinjadi peiratiuran deisa. Namun BPD 

dalam me inampung aspirasi masyarakat te irwakilkan keipada peirangkat 

deisanya, tidak langsung ke i masyarakat seihiangga masyarakat be ilum 

meingeitahui adanya peinampungan aspirasi masyarakat dan adanya 

peiraturan deisa.
10

 Adapun peirbeidaan nya de ingan pe ineilitian ini, peinulis 

leibih me imfokuskan teirhadap suatu pe iran yang dilakukan ole ih BPD dalam 

peimbeintukan dan peineitapan suatu peiraturan deisa  

2. Skiripsi yang ditulis ole ih Khaeiriah Mahasiswi Institut Agama Islam 

Neigeiri Pareiparei fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi 

Hukum Tata Ne igara deingan judul “ Pe iran Badan Peirmusyawaratan Deisa 

Dalam Peineitapan Peiraturan di Barang Palie i Kabupate in Pinrang. Skiripsi 

ini meinggunakan meitodei peineilitian deiskriptif kualitatif yang beirupaya 

untuk me indeiskripsikan, meincatat, meinganalisis, dan me inginteirpreistasikan 

apa yang dite iliti meilalui obse irvasi, wawancara dan me impeilajari 

dokumeintasi. Peineilitian ini beirtujuan untuk meingeitahui peiran Badan 

Peirmusyawaratan Deisa dalam peineitapan peiraturan deisa. Dari peineileitian 
                                                           
10

 Fauziah, Lila Ayu. Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan 
penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan. 
PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020 
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ini me inyimpulkan bahwa BPD dalam me ilaksanakan fungsi pe ineitapan 

peiraturan beilum beirjalan seipeinuhnya, dimana kurangnya pe imahaman 

anggota BPD te irhadap fungsinya dan BPD hanya meilaksanakan 

peingawasan te irhadap kineirja keipala deisa namun dalam pe imbeintukan 

peiraturan dan me inampung aspirasi masyarakat masih be ilum maksimal 

dalam peilaksanaanya. Adapun peirbeidaanya deingan peineilitian yang dibuat 

oleih saudari Khae iriah deingan peineilitian peinulis yaitu,peinulis tidak hanya 

meimbahas te intang peineintapan namun juga te intang peimbahasan.  

3. Skiiri ipsi i yang di ituli is oleih Ri iri in Agusti ina Mahasi iswi i Uniiveirsiitas Iislam 

Neigeiri i Maulana Mali ik Iibrahi im Fakultas Syari i‟ah Program Studi i Hukum 

Tata Neigara deingan judul “Fungsi i Badan Peirmusyawaratan De isa Dalam 

Peinyusunan dan Pe ineitapan Pe iraturan Deisa Tahun 2020 Di iti injau Darii 

Siiyasah Dusturi iyah  ( studii di i Deisa Darmoreijo, Keicamatan Meijayan 

Kabupatein Madi iun ). Skri ipsi i i inii meinggunakan meitodei peineili iti ian yuri idi is 

eimpi iri is yai itu meingkaji i keiteintuan hukum yang be irlaku seirta yang te irjadii 

dalam keinyataannya di i masyarakat. Pe ineili iti ian i inii beirtujuan untuk 

meingeitahuii peilaksanaan funsi i BPD  dalam peinyusunan dan pe ineitapan 

peiraturan deisa di i Deisa Darmoreijo, Keic, Meijayan, Kab Madi iun tahun 2020 

di itiinjau dari i si iyasah dusturi iyah. Dari i peineileiti ian i ini i meinyi impulkan bahwa  

peilaksanaan funsi i BPD dalam peinyusunan dan peineitapan peiraturan deisa 

Darmoreijo sudah teirlaksana, peirancangan, peinyusunan, pe ineitapan, sampaii 

deingan peingundangan dan pe inye ibarluasan teirlaksana deingan bai ik, namun 

ti idak dapat di ipungki iri i meimang masi ih beilum maksi imal, jiika di iti injau darii 
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eimpat konseip si iyasah dusturi iyah yai itu seicara Konsti itusi i dalam 

peinyusunan dan pe ineitapan seisuaii deingan hukum iislam.
11

 Adapun 

peirbeidaanya de ingan peineili iti ian yang di ibuat oleih saudari i Ri iri in Agusti ina 

deingan peineili iti ian peinuli is yai itu, peinuli is leibi ih meimfokuskan te irhadap 

suatu peiran darii darii Badan Peirmusyawaratan Deisa . 

4. Skiiri ipsi i yang di ituli is oleih Prayoza Saputra Mahasi iswa Uni iveirsiitas Iislam 

Neigeiri i Syariif Hiidayatullah Jakarta Fakultas Syari iah dan Hukum Program 

Studii Iilmu Hukum deingan judul “Opti imali isasi i Peiran Badan 

Peirmusyawaratan Deisa Dalam Peimbeintukan Peiraturan Deisa ( studi i kasus 

di i Deisa Tri idayasakti i Keicamatan Tambun Se ilatan Kabupate in Beikasi i) )”. 

Skiiri ipsi i i ini i meinggunakan me itodei peineili iti ian hukum normati ivei yang 

di ikombiinasi ikan deingan meitodei komparati if, peingamatan, se irta studi i kasus, 

meiodei komparati if meinjeilaskan leibi ih pada peirbandi ingan beirbagai i macam 

hal deingan tujuan me indapatkan peitunjuk-peitunjuk me ingeinai i apa yang 

di ilakukan BPD di i Deisa Tri idayasakti i dalam proseis peimbeintukan peiraturan 

deisa. Peineili iti ian i ini i beirtujuan untuk me ingungkap faktor me indasar mi itra 

peimeiri intah deisa yakni i BPD yang kurang opti imal dalam proseis leigi islasi i dii 

Deisa Tri idayasakti i. Adapun keisi impulan dari i peineili iti ian i inii yai itu 

bahwasanya prose i Badan Peirmusyawaratan Deisa dalam peimbeintukan dan 

peineitapan peiraturan deisa di i Deisa Tri idayasakti i Keicamatan Tambun 

Seilatan Kabupatein Beikasi i Proviinsii Jawa barat ti idak seisuaii deingan 

                                                           
11

Agustina, Ririn. Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan 

penetapan peraturan desa tahun 2020 ditinjau dari siyasah dusturiyah: Studi di Desa Darmorejo 

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim, 2022. 
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Undang-Undang No 12 Tahun 2012 te intang peimbeintukan Peiraturan 

Peirundang-undangan walaupun ada se ibagi ian proseidur yang te irlaksana 

dalam proseis peimbeintukannya.
12

 Adapun peirbeidaanya deingan peineili iti ian 

yang di ibuat oleih saudara Prayoza Saputra  deingan peineili iti ian peinuli is yai itu, 

peinuli is meinggunakan jeini is peineili iti ian eimpi iri is. 

5. Jurnal yang di ituli is oleih Khulai ifi i Alfariisi i, M. Fahrudi in Ardi iansyah, 

Piinasti ika Prajna Parami ita deingan judul “Pe iran Badan Pe irmusyawaratan 

Deisa (BPD) Dalam Pe imbeintukan Peiraturan Deisa di i Deisa Leigung Barat, 

Keicamatan Batang-batang Kabupate in Sumeineip. Jurnal peineili iti ian i inii 

meinggunakan me itodei peineili iti ian yuriidi is eimpi iri is yai itu peineili iti ian yang 

di ilakukan deingan meineili iti i dan meineilaah data pri imeir. Hasi il peineili iti ian i ini i 

meinunjukkan bahwa peiran Badan Pe irmusyawaratan De isa Leigung Barat 

dalam peimbeintukan peiraturan deisa meinunjukkan peiran BPD yang kurang 

maksi imal kareina ada beibeirapa tugas dan fungsi i yang ti idak di ijalankan 

deingan bai ik teirkai it peimbeintukan peiraturan deisa yai itu dalam pe inyusunan 

atau peingusulan peirdeis yang beilum di ilakukan.
13

 

G. Sistematika Penulisan 

  Untuk meimudahkan dalam me inye ileisai ikan peineili iti ian i ini i, dan untuk 

meinsi isteimati iskan peimbahasan deingan tujuan agar le ibi ih mudah untuk 

                                                           
12

Saputra, Prayoza. Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan 

Kabupaten Bekasi)." (2014). 

 
13

Alfarisi, Khulaifi. Peran Badan Permusyawaratan  Desa (BPD) Dalam Pembentukan  

Peraturan  Desa di Desa Legung Barat  Kecamatan  Batang  Batang  Kabupaten Sumenep 

Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 28, no. 13 (2022): 5095-5112. 
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di ipahami i seihi ingga meindapatkan keisi impulan yang be inar, oleih kareina i itu 

peinuli is meinggunakan si isteimati ika peimbahasan seibagai i beiri ikut: 

  Peimbahasan di iawali i deingan BAB Ii peindahuluan. Dalam bab i inii 

meimuat latar beilakang masalah dari i peineili iti ian, keimudi ian darii latar 

beilakang masalah te irseibut di ijadi ikan seibagai i rumusan masalah. Ke imudi ian 

tujuan peineili iti ian, seisuaii deingan apa yang me injadi i rumusan masalah, 

seiteilah tujuan ke imudi ian teirdapat si igni ifi ikan peineili iti ian yang me irupakan 

keigunaan hasi il darii peineili iti ian. Keimudi ian deifi ini isi i opeirasi ional, agar 

meinghi indarii teirjadi inya peinafsi iran lai in dan meimudahkan me imahami i 

maksud dari i peirmasalahan yang akan di iteili iti i. Keimudi ian kaji ian pustaka 

yang be iri isi i i informasii teintang peineili iti ian yang di ilakukan peineili iti i-peineili iti i 

seibeilumnya, bai ik dalam beintuk skriipsi i atau arti ikeil jurnal. Adapun 

gunanya dari i si iteimati ika peineili iti ian i ini i adalah beirguna untuk 

meimpeirmudah meingeitahui i susunan skri ipsi i seicara keiseiluruhan. 

  BAB IiIi Kaji ian Teiori i, beiri isi ikan hal-hal yang be irkai itan deingan 

peinjabaran te intang teiori i teintang Peiran Badan Peirmusyawaratan De isa 

Dalam Peimbahasan dan Peineitapan Peiraturan Deisa Dii Deisa Pandak Daun 

  BAB IiIiIi Meitodei Peineili iti ian, beiri isi i teintang me itodei peineili iti ian apa 

yang i ingi in di ipakai i dalam peineili iti ian. Beiri isi ikan jeini is dan si ifat peineili iti ian, 

lokasi i peineili itiian, subjeik peineili iti ian dan objeik peineili iti ian, data dan sumbeir 

data, te ikni ik peingumpulan data de ingan meinggunakan te ikni ik obdeirvasi i, 

wawancara,dokume intasii dan teikni ik peingolahan dan anali isi is data 



16 
 

 
 

  BAB IiV Peimbahasan, pada bab i ini i meirupakan i inti i darii peineili iti ian 

kareina pada bab i ini i akan meinganali isi is data-data bai ik me ilalui i data pri imeir 

maupun data skundeir untuk meinjawab rumusan masalah. 

  BAB V Peinutup, bab i ini i meirupakan bab te irakhi ir yang beiri isi i 

keisi impulan dari i seimua peimbahasan, seilaiin i itu juga me imuat saran keipada 

pi ihak te irkai it teirhadap judul yang di iteili iti i deimi i keibai ikan di i masa 

meindatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


